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              Abstrak 

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dari tahun ketahun 

semakin berkembang, yang berawal dari sistem barter ke uang barang, dari 

uang barang beralih ke uang kertas dan uang logam. Saat ini uang sudah 

dikenal sebagai alat tukar ekonomi yang dikenal semua orang.  Namun 

sistem pembayaran uang kertas dan uang logam kini telah tergantikan 

dengan bentuk pembayaran yang hanya berupa sehelai uang atau e-money. 

Hal ini didukung oleh perusahaan-perusahaan dan pusat perbelanjaan baik 

daring maupun komersil yang menerima transaksi pembayaran 

menggunakan sistem pembayaran non tunai dikarenakan lebih cepat, aman, 

nyaman, mudah, dan efisien.  Di sisi lain, perkembangan e-commerce yang 

juga telah mendorong berkembangnya pembayaran dari cash based 

instruments kini bertambah alat pembayaran baru yang berkembang yaitu 

non cash based instruments yang bukan berupa uang kertas maupun uang 

logam melainkan paperless, antara lain e-banking, Paypal, dan sampai 

merambah ke mata uang virtual currency salah satunya adalah Bitcoin. 

Bitcoin mendapat pro dan kontra di beberapa negara karena sifatnya yang 

anonim. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah 

bagaimana legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimanakah pertanggung 

jawaban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran apabila menyelenggarakan 

Bitcoin sebagai alat transaksi. Penelitian ini memuat jenis penelitian 

Normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Kesimpulannya adalah, Bank Indonesia langsung memberikan 

peringatan ke pengguna Bitcoin dan memberikan pernyataan bahwa Bitcoin 

bukan mata uang sah, karena mata uang yang sah untuk transaksi di 

Indonesia adalah Rupiah, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 

(1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang,  serta 

Bank Indonesia tidak akan bertanggung jawab dalam setiap masalah yang 

berkaitan dengan virtual currency dan pertanggung jawaban Penyelenggara 

Jasa Sistem Pembayaran apabila terbukti menyelenggarakan Bitcoin, akan 

mendapatkan hukuman berupa sanksi administratif .  

Kata Kunci : Legalitas, Bitcoin, Undang-Undang. 

 

 



 

Abstract 

Technological developments in the payment system from year to year 

increasing, originating from a barter system to money stuff, from money 

stuff switched to paper money and coins. Currently the money is already 

known as economy exchange tools that are known to everyone.  However 

payment systems paper money and coins have now been replaced with a 

form of payment is only a money or e-money. This is supported by 

companies and shopping centers both online as well as a commercial service 

that accepts payment transactions using the payment system non cash due to 

the faster, safer, convenient, easy, and efficient.  On the other hand, the 

development of e-commerce has also encouraged the payment of cash based 

instruments now grow a thriving new means of payment i.e. non cash based 

instruments which are not in the form of banknotes or coins but rather 

paperless, including e-banking, Paypal, and get penetrated into virtual 

currency currency one is Bitcoin. Bitcoin got pros and cons in several 

countries because of its anonymous. Based on the background, the outline of 

the problem is how the legality of Bitcoin transactions as means by law No. 

7 of the year 2011 about the currency and how liability service provider 

payment systems in Bitcoin transactions as a means of organizing. This is a 

type of research  study that is based on a normative legislation and 

conceptual approach. The conclusion is, Bank Indonesia provides a direct 

warning to the user Bitcoin and give a statement that Bitcoin is not 

legitimate currency, because the currency is valid for transactions in 

Indonesia is the Rupiah, it has been described in article 1 figures (1) and (2) 

of law No. 7 Year 2011 about currencies, as well as Bank Indonesia will not 

be responsible in any issues related to virtual currency service provider 

liability and payment system if proved organizing a Bitcoin, will get a 

punishment in the form of administrative sanction.  

Keywords: Legality, Bitcoin, Act.  
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